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Abstract  
The background to the writing of this research is the norm of any conflict 
Cardholder Agreement and the Terms of Use at Bank Paninbertentangan with Article 
2 of Law No. 7 of 1992 concerning Banking, bank liabilities related to applying the 
precautionary principle. Should the creditors consider strongly whether the promise 
of future injury if the debtor facility giving credit card may be requested instead. 
The problem studied in this research is: How legal protection for creditors 
credit card issuer in terms of the principal prudential bankdan sound lending 
principles. Aim to determine and analyze legal protection for creditors credit card 
issuer in terms of the principal prudential lending principles bankdan healthy. 
To answer the problem under study, the authors use the method of normative 
legal approach. 
Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing 
problems, namely the legal protection for creditors credit card lender in terms of the 
principle of sound lending and prudential bank has not been met. 
Responding to the things mentioned above, the Bank should continue to apply 
throughout the Principal Prudential Bank and Lending Principles Healthy banks to 
stay healthy and avoid liquidation. 
Key words: protection law, creditors, credit card, precautionary principle and the 
principle of sound lending 
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Abstrak 
 
Hal yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini adalah terdapat 
pertentangan norma yakni Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat Penggunaan 
di Bank Panin bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan, terkait kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. 
Seharusnya pihak kreditur mempertimbangkan betul-betul apakah kelak jika debitur 
cedera janji fasilitas pemberian kartu kredit dapat dimintakan gantinya. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlindungan 
hukum bagi kreditur penerbit kartu kredit ditinjau dari prudential principle bank dan 
asas pemberian pinjaman yang sehat. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
perlindungan hokum bagi kreditur penerbit kartu kredit ditinjau dari prudential 
principle bank dan asas pemberian pinjaman yang sehat. 
Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode 
pendekatan hokum normatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan 
yang ada, yaitu perlindungan hokum bagi kreditor pemberi fasilitas kartu kredit 
ditinjau dari asas pemberian pinjaman yang sehat dan prinsip kehati-hatian bank 
belum terpenuhi. 
Menyikapi hal-hal tersebut di atas, Bank sebaiknya senantiasa menerapkan 
seluruh Principal Prudential Bank dan Asas Pemberian Pinjaman Yang Sehat agar 
bank tetap sehat dan terhindar dari likuidasi. 
Kata kunci: perlindungan hukum, kreditur, kartu kredit, prinsip kehati-hatian dan 
asas pemberian pinjaman yang sehat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3
Latar Belakang 
Untuk eksistensi Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua 
lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut di atas dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian, 
dengan memberlakukan Dasar-dasar Pemberian Kredit. Prinsip (The five C’s of 
Credit Analysis) merupakan dasar pemberian kredit, yaitu: 
a. Caracter (watak)  
Sasaran penilian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan 
usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran. 
b. Capacity (kepampuan) 
Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan 
usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran. 
c. Capital (modal) 
Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan. Nasabah (debitur) 
harus sudah mempunyai modal awal tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun 
biasanya besar modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan. 
d. Collateral (agunan/jaminan) 
Jaminan merupakan salah satu unsur perjanjian kredit, jaminan diperlukan untuk 
memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitur) sanggup 
mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu besarnya 
jaminan dalam perjanjian kredit minimal 100 persen dari nilai kredit. 
e. Conditio of economy (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur) 
Penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan 
budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. 
Keadaan perekonomian disini adlah perekonomian negara, nasabah (debitur), 
maupun keadaan perekonomian bank pemberi kredit. 
Selain wajib menggunakan prinsip kehati-hatian bank wajib pula menerapkan 
asas pemberian pinjaman yang sehat. Asas pemberian pinjaman yang sehat, meliputi  
1. Party (Para Pihak), para  pihak  merupakan  titik sentral yang harus 
diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus 
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memperoleh keyakinan terhadap debitur (bagaimana karakter, 
kemampuan dan sebagainya). 
2. Purpose (tujuan), tujuan pemberian kredit apakah sesuai  tujuan  
peruntukan kredit dan dapat menunjang kegiatan usaha. 
3. Payment (pembayaran), penilaian apakah sumber pembayaran kredit 
dari calon debitur tersedia dan aman serta apakah setelah pemberian 
kredit debitur punya sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran 
kredit. 
4. Profitability (perolehan laba), apakah laba yang diperoleh oleh debitur 
lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan debitur 
dapat menutup pembayaran kredit, cashflow perusahaan dll. 
5. Protection (perlindungan), untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal yang 
di luar skenario, diperlukan perlindungan terhadap kredit dari kelompok 
perusahaan, jaminan atau holding company. 
Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat Penggunaan sebagaimana 
dikeluarkan Bank Panin merupakan perjanjian baku. Munir fuady mengartikan 
perjanjian baku adalah  suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak 
dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam 
bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika 
kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data 
informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-
klausulnya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan 
atau hanya sedikit kesempatan untuk bernegoisasi atau mengubah klausul-klausul 
yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku 
sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak 
mempunyai kesempatan untuk bernegoisasi dan berada hanya pada posisi “take it or 
leave it”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen 
kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut. Karena 
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itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, sebab kontrak bakuan sich adalah 
netral.1 
Tujuan dari penggunaan perjanjian baku adalah untuk melindungi kepentingan 
pembuatnya. Sangat disayangkan Perjanjain baku  terkait perjanjian pemegang kartu 
kredit sebagaimana dibuat oleh Bank Panin ternyata  tidak melindungi kepentingan 
bank panin sendiri. Kita dapat melihat dalam ketentuan Pasal 27 Perjanjian Pemegang 
Kartu dan Syarat-syarat Penggunaan : 
“Jika Pemegang kartu lalai membayar Bank setiap Jumlah Minimum yang Jatuh 
Tempo menurut Syarat-syarat Penggunaan, Pemegang kartu setuju bahwa Bank 
berhak melakukan tiap-tiap atau semua hal berikut:“ 
 
(1) Menahan dan menyesuaikan semua dana yang ditempatkan pada rekening 
deposito Pemegang kartu maupun Pemegang kartu tambahan di Bank, bila ada. 
(2) Mempergunakan para karyawannya atau pihak ketiga untuk sewaktu-waktu 
mendatangi atau menghubungi Pemegang kartu, kapanpun, di rumah atau kantor 
mereka, atau di suatu tempat lain dimana Pemegang kartu mungkin berada. Bank 
dalam hal apapun tidak bertanggungjawab atas segala tindakan yang diambil oleh 
pihak tersebut di atas yang dilakukan secara melawan hukum atau kerugian pada 
waktu menghubungi atau melakukan kunjungan tersebut atau segala akibat yang 
ditimbulkan. 
(3) Menghubungi kontak darurat dan kontak lain Pemegang kartu. 
(4) Melakukan pemanggilan melalui media umum. 
(5) Mengungkapkan informasi tersebut ke bank atau lembaga-lembaga lain 
sebagaimana ditetapkan oleh Bank. 
(6) Mengajukan tuntutan kepailitan terhadap Pemegang kartu melalui Pengadilan 
Niaga. 
(7) Membebankan semua beban dan biaya yang ditimbulkan oleh Bank kepada 
Pemegang kartu, termasuk biaya keagenan dan biaya hukum atas dasar ganti-rugi 
                                               
1Munir Fuady, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, PT.Rajagrafindo 
Persada,Jakarta, 2006 hlm. 145. 
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penuh, dan Bank tidak akan bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari 
suatu tindakan atau kerugian sebagai upaya melakukan segala hal diatas. 
 
Dari ketentuan dalam ketentuan Pasal 27 Perjanjian Pemegang Kartu dan 
Syarat-syarat Penggunaan di Bank Panin ternyata tidak menyebutkan klausul adanya 
jaminan. Bagaimana jika debitur kartu kredit macet, tentunya hal ini sangat 
mengancam konsistensi bank, jika jumlah debitur macet terlalu besar. 
Ada liputan menarik yang dimuat oleh TEMPO.CO, Jakarta: Manajer Umum 
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta, menyatakan rasio kredit 
Macet (non-performing loan/NPL) kartu kredit meningkat selama puasa dan Lebaran. 
”Biasanya NPL mengikuti transaksi, bulan ini bisa sekitar 4,5% sampai 4,8%,” 
ujarnya kepada Tempo, Sabtu 4 Agustus 2013. 
Rasio meningkatnya kredit macet bisa mencapai 4,5% sampai 4,8%, hal ini 
wajar jika harus di pahami oleh bank-bank pemberi fasilitas kartu kredit. Lembaga 
keuangan dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan 
dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 
diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena 
kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini 
lembaga keuangan menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan 
sebagai pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur cidera janji 
atau wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang 
diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit. 
Benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas 
pemberian kartu kredit adalah deposito debitur penerima fasilitas kartu kredit, namun 
jika melihat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat 
Penggunaan di Bank Panin, dinyatakan, bahwa: 
“Jika Pemegang kartu lalai membayar Bank setiap Jumlah Minimum yang Jatuh 
Tempo menurut Syarat-syarat Penggunaan, Pemegang kartu setuju bahwa Bank 
berhak melakukan tiap-tiap atau semua hal berikut:“ 
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(1) Menahan dan menyesuaikan semua dana yang ditempatkan pada rekening 
deposito Pemegang kartu maupun Pemegang kartu tambahan di Bank, bila ada. 
 
Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat 
Penggunaan di Bank Panin, dapat disimpulkan bahwa bila ada deposito maka dana 
deposito tersebut dapat ditahan, apabila Pemegang kartu lalai membayar Bank setiap 
Jumlah Minimum yang Jatuh Tempo menurut Syarat-syarat Penggunaan. Apabila 
tidak ada jaminan deposito hal ini menjadi risk Bank Panin.  
Dari ketentuan di atas tentunya pemberian fasilitas kartu kredit pada Bank 
Panin melanggarPrincipal Prudential Bank atau biasa disebut dengan 5C dan hal 
tersebut telah melanggar  prinsip kehati hatian yang harus diterapkan oleh Bank Yaitu 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya poin 
Colleteral/agunan dan tidak sesuai dengan asas pemberian jaminan yang sehat, 
khususnya poin pembayaran/payment. 
Mengenai hal-hal tersebut di atas terdapat pertentangan norma yakni 
Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat Penggunaan di Bank Paninbertentangan 
dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terkait 
kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Seharusnya pihak kreditur 
mempertimbangkan betul-betul apakah kelak jika debitur cedera janji fasilitas 
pemberian kartu kredit dapat dimintakan gantinya. 
 Berdasarkan hal tersebut maka mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan 
Hukum Bagi Penerbit Kartu Kredit Ditinjau Dari Prudential Principle Dan Asas 
Pemberian Pinjaman Yang Sehat” 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis 
mengambilrumusan masalah, yaitu :1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur 
penerbit kartu kredit ditinjau dari Prudential Principle dan asas pemberian pinjaman 
yang sehat. 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan 
menganalisismengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur 
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penerbit kartu kredit ditinjau dari Prudential Principle dan asas pemberian pinjaman 
yang sehat. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan 
di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), 
pendekatan teori (teoritical approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Bahan 
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Bahan hukum primer, yaitu 
bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi: 
Undang-undang Perbankandan KUHPerdata. b. Bahan hukum sekunder. Bahan 
hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai pendukung dalam penelitian yaitu 
buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya 
yang memiliki hubungan untuk mendukung penelitian ini. c. Bahan hukum Tersier, 
Bahan hukum Tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) termasuk Wilkipedia. Dalam penelitian ini, jenis penelitian 
penulisan ini adalah yuridis normatif. 
 
Pembahasan 
Di Indonesia peranan Perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia usaha 
masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah 
masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dari masyarakat dan 
dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit.  
 Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling 
utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan 
usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai 
kegiatan Perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada 
nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur 
nasabah yang cukup banyak diantaranya meliputi : sumber-sumber dana kreditur, 
alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, 
dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit 
bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang meliputi 
kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penangannya pun harus dilakukan 
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secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang 
harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut. 
  Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis baik bagi debitur, 
kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, 
maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. 
Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga 
mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami 
suatu penambahan dan peningkatan pajak.  
Demikian pula dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, sebagai salah satu 
bentuk layanan perbankan di dalam pelaksanaannya sering kali menggunakan 
perjanjian baku, bahkan perjanjian yang dibuat tidak dilakukan secara tertulis 
melainkan terbatas pada perjanjian lisan yang direkam dalam satu database 
percakapan di antara pihak penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit. 
Mekanisme yang digunakan adalah penerbit kartu kredit melalui percakapan 
meminta persetujuan kepada calon pemegang kartu kredit atas kesediaan menerima 
segala ketentuan umum yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pemegang kartu 
kredit, yang tidak terbatas pada apa yang diutarakan oleh penerbit kartu kredit kepada 
calon pemegang kartu kredit melalui percakapan via telepon. 
Perjanjian semacam ini bukanlah sebuah masalah sejauh apa yang telah 
dikemukan oleh kepada belah pihak dalam rangka penerbitan kartu kredit, yakni 
penerbit kartu kredit dan calon pemegang kartu kredit telah memenuhi ketentuan 
Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  
Menurut R. Subekti menyatakan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal 
tertentu“.2 
                                               
2 Ibid, hlm.1. 
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Menurut Abdul Kadir Mohammad merumuskan kembali Pasal 1313 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut, “Perjanjian adalah suatu persetujuan 
dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal 
dalam lapangan harta kekayaan”.3 
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu 
perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat yaitu; 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;  
Sepakat dimaksudkan bahwa subyek yang megadakan perjanjian harus 
bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang di adakan. 
Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga di kehendaki oleh pihak yang 
lain, jadi mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik. 
2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian;  
Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 
asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiranya adalah cakap menurut 
hukum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 
dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau 
belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah menikah. 
3) Suatu hal tertentu;  
Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah di tentukan macam atau jenis 
benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah 
berada di tangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian di buat tidak di 
haruskan oleh Undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu di sebutkan. 
4) Suatu klausa atau sebab yang halal;  
Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri. 
Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-undang, kesusilaan, 
ketertiban umum sebagaimana di atur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata. 
 
 
                                               
3 Abdul Kadir Mohammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1984, hlm. 44. 
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Syarat-syarat dalam perjanjian di bagi dalam dua kelompok, yaitu : 
1) Syarat subyektif;  
Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek-subyek 
perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus di penuhi oleh 
mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi : 
a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 
b. kecakapan pihak yang yang membuat perjanjian. 
Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai 
hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Jadi perjanjian yang telah di buat 
akan tetap mengikat para pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan 
pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. 
2) Syarat obyektif; 
Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, 
meliputi: 
a. Suatu hal tertentu, 
b. Suatu sebab yang halal.   
Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum 
atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu 
perjanjian. 
Beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian yaitu;4 
1) Asas Konsensualitas  
Yaitu bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada saat tercapainya kata 
sepakat diantara para pihak. Pengertian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata adalah adanya kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan 
kemauan para pihak untuk saling mengikatkan kepercayaan bahwa perjanjian tersebut 
akan di penuhi. 
2) Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian   
                                               
4 Johny Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak 
Dalam Perjanjian Kredit Bank, Penerbit Utomo, Jakarta, 2003, hlm. 37. 
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Yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah di janjikan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
yang menyebutkan bahwa “ Perjanjian yang dibuat harus sah menurut undang-undang 
dan harus di penuhi bagi yang membuatnya”. 
3) Asas Kebebasan Berkontrak ; 
Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan 
seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan pada masyarakat untuk 
mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. (Pasal 1338 Jo 1337 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata). 
4) Asas Itikad Baik dan Kepatutan; 
Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus 
didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian 
juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan 
masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 
Fungsi utama bank adalah sebagai wahana yang dapat secara optimal 
menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam 
bentuk kredit kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang 
membutuhkannya. Pihak bank dalam hal ini bank milik Negara ataupun bank yang 
dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu insan perbankan nasional berusaha 
untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku 
usaha dan pelaku bisnis.  
Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang 
menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini 
diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Untuk eksistensi Lembaga Keuangan 
dalam melaksanakan kegiatan usahanya, semua lembaga keuangan wajib menerapkan 
prinsip kehati-hatian tersebut di atas dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Wujud 
dari penerapan prinsip kehati-hatian, dengan memberlakukan Dasar-Dasar Pemberian 
Kredit.  
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Prinsip (The five C’s of Credit Analysis) merupakan dasar pemberian kredit, 
yaitu: 
a. Caracter (watak)  
Sasaran penilian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan 
usaha, prospek masadepan usaha, produksi dan pemasaran. 
b. Capacity (kepampuan) 
Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan 
usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran. 
c. Capital (modal) 
Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan. Nasabah (debitur) 
harus sudah mempunyai modal awal tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun 
biasanya besar modal awal minimum 20 persen dari total dana yang dibutuhkan. 
d. Collateral (agunan/jaminan) 
Jaminan merupakan salah satu unsur perjanjian kredit, jaminan diperlukan untuk 
memberikan keyakinan pada bank bahwa nasabah (debitur) sanggup 
mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu besarnya 
jaminan dalam perjanjian kredit minimal 100 persen dari nilai kredit. 
e. Condition of economy (kondisi perekonomian/prospek usaha debitur) 
Penilaian diutamakan pada situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan 
budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. 
Keadaan perekonomian disini adlah perekonomian negara, nasabah (debitur), 
maupun keadaan perekonomian bank pemberi kredit. 
Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan 
perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum 
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum 
berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan 
Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia 
atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta 
keadilan sosial.  
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 
Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka 8, menyatakan: Usaha Kartu Kredit (Credit 
Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan 
menggunakan kartu kredit. Dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, menyatakan Menteri 
melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan. Menteri dalam 
hal ini adalah saat ini dipegang oleh OJK (otoritas Jasa Keuangan). 
Mengingat kartu kredit sangat menimbulkan risk maka sebaiknya bank 
senantiasa menggunakan Asas Pemberian Pinjaman Yang Sehat, meliputi: 
1) Party (Para Pihak), para  pihak  merupakan  titik sentral yang harus 
diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus memperoleh 
keyakinan terhadap debitur (bagaimana karakter, kemampuan dan sebagainya). 
2) Purpose (tujuan), tujuan pemberian kredit apakah sesuai  tujuan  peruntukan 
kredit dan dapat menunjang kegiatan usaha. 
3) Payment (pembayaran), penilaian apakah sumber pembayaran kredit dari 
calon debitur tersedia dan aman serta apakah setelah pemberian kredit debitur punya 
sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit. 
4) Profitability (perolehan laba), apakah laba yang diperoleh oleh debitur lebih 
besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan debitur dapat menutup 
pembayaran kredit, cashflow perusahaan dll. 
5)  Protection (perlindungan), untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal yang di 
luar skenario, diperlukan perlindungan terhadap kredit dari kelompok perusahaan, 
jaminan atau holding company.5 
Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi 
manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam 
wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi 
mencapai kesejahteraan bersama 
 Definisi dari Perlindungan Hukum itu sendiri yaitu segala daya upaya 
yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, 
                                               
5 Sentosa Sembiring, Op. Cit,. hlm. 201. 
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swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan 
kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. 
 Menurut Hadjon, Perlindungan hukum merupakan konsepsi barat, dan di 
Indonesia kerangka pikir yang digunakan adalah berpijak kepada Pancasila. 
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat pada Pancasila 
dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila.6 
Dengan adanya pengakuan jaminan pemberian perlindungan tersebut 
diharapkan pihak yang merasa dirugikan mendapatkan perlindungan hukum 
dimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan 
kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam kegiatannya. 
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam 
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 
bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di 
lembaga peradilan.7 
Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 
tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara 
nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta 
keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar 
tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut 
bersamaan.8 
 Perlindungan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, 
disini dengan adanya kalusul dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Pemegang 
Kartu dan Syarat-syarat Penggunaan di Bank Panin, dinyatakan, bahwa: 
                                               
6M Hadjon Philipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 
1987, hlm. 20. 
7 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk 
Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi Doktor Universitas 
Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18. 
8Loc.Cit. 
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“Jika Pemegang kartu lalai membayar Bank setiap Jumlah Minimum yang Jatuh 
Tempo menurut Syarat-syarat Penggunaan, Pemegang kartu setuju bahwa Bank 
berhak melakukan tiap-tiap atau semua hal berikut:“ 
(1) Menahan dan menyesuaikan semua dana yang ditempatkan pada rekening 
deposito Pemegang kartu maupun Pemegang kartu tambahan di Bank, bila ada. 
Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat 
Penggunaan di Bank Panin, dapat disimpulkan bahwa bila ada deposito maka dana 
deposito tersebut dapat ditahan, apabila Pemegang kartu lalai membayar Bank setiap 
Jumlah Minimum yang Jatuh Tempo menurut Syarat-syarat Penggunaan. Apabila 
tidak ada jaminan deposito hal ini menjadi risk Bank Panin. Hal inijelas tidak 
memberikan jamnan perlindungan secara preventif bagi bank panin untuk tindakan 
pencegahan kerugian bank dalam hal kredit macet. 
Untuk perlindungan secara preventif, Peneliti menganalisis sebagai berikut: 
seharusnya Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat 
Penggunaan di Bank Panin, direvisi sebagai berikut: 
“Jika Pemegang kartu lalai membayar Bank setiap Jumlah Minimum yang Jatuh 
Tempo menurut Syarat-syarat Penggunaan, Pemegang kartu setuju bahwa Bank 
berhak melakukan tiap-tiap atau semua hal berikut:“ 
(1) Menahan dan menyesuaikan semua dana yang ditempatkan pada rekening 
deposito Pemegang kartu maupun Pemegang kartu tambahan di Bank. 
Kalusul baru di atas, lebih mencerminkan perlindungan secara preventif bagi 
bank ANZ Panin Bank.  Sebaiknya deposito adalah yang paling tepat digunakan 
sebagai agunan kartu kredit, mengingat angka rasio kredit macet bisa sekitar 4,5% 
sampai 4,8%. 
Untuk memberikan perlindungan secara represif, yakni untuk menyelesaikan 
sengketa, pihak bank panin harus memberlakukan jaminan deposito untuk pemberian 
fasilitas kartu kredit. 
Deposito, atau kita kenal juga sebagai tabungan berjangka, adalah ragam 
rekening tabungan atau investasi di bank yang menjanjikan pada investornya suku 
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bunga tetap. Sebagai imbalan, investor sepakat untuk tidak menarik atau mengakses 
uangnya selama jangka waktu tertentu. 
Dalam deposito, salah satu karakteristik yang paling lazim: Uang tidak bisa 
ditarik selama jangka waktu tertentu. Jangka deposito bervariasi mulai dari 1 bulan 
hingga 2 tahun. 
 
Ketika berinvestasi dalam deposito, nasabah biasanya memiliki pilihan tenor 
atau jangka waktu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. 
1. Bunga lebih besar. Dibanding dengan tabungan biasa, menyimpan uang 
dalam bentuk deposito memang lebih menjanjikan secara bunga. Bunga yang 
akan Anda terima persentasenya lebih tinggi disbanding dengan tabungan 
biasa. Saat ini bunga deposito berkisar antara 3% sampai 5%. Bunga ini jauh 
lebih besar disbanding tabungan biasa. 
Soal bunga ini sebaiknya Anda juga perlu berhati-hati. Meskipun bunga 
deposito lebih tinggi, namun sebaiknya tidak melebihi dari suku bunga 
penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Jika lebih 
tinggi dari itu, maka Anda perlu lebih waspada karena bias jadi deposito Anda 
taklagi dijamin. 
2.  Aman. Tabungan deposito juga aman karena dijamin oleh Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS).  Jumlah deposito yang dijamin oleh LPS sampai 
dengan Rp 2 milyar. Jadikalau Anda berniat menaruh deposito, sebaiknya 
tidakl ebih dari Rp 2 milyar dalam satu deposito. 
3. Tidak kena biaya administrasi bulanan. Berbeda dengan tabungan biasa, 
pada deposito tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Jadi uang yang 
Andasimpantidakterkenabiayaadministrasitiapbulannya. Biaya yang muncul 
pada deposito adalah pajak bunga yang diambil dari bunga yang didapat. Jadi 
uang pokok yang Anda masukkan dalam deposito tidak akan berkurang. 
 
 
 18
4. Jaminan Kredit Deposito juga bias digunakan sebagai jaminan kredit. Jadi 
jika Anda hendak mengajukan kredit ke bank, anda bias jadikan deposito 
tersebut sebagai jaminannya. 
5. Ada pilihan jangka waktu Menyimpan deposito disediakan pilihan jangka 
waktu. Ada deposito yang berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. 
Jadi, anda bias pilih waktu deposito sesuai yang Anda inginkan. 
6. Dapat diperpanjang Deposito bias diperpanjang. Jadi misalkan Anda ingin 
memperpanjang deposito yang sudah Anda simpan, Anda  bias hubungi bank 
daunt arakan bahwa Anda ingin memperpanjang deposito itu. 
7. Persyaratan mudah Membuka deposito relative mudah persyaratannya. 
Yang penting punya rekening bank, kartui dentitas diri, dan cukup siapkan 
materai saat membuka maupun hendak menarik deposito. 
 Setelah diuraikan mengenai perlindungan hukum bagi kreditor pemberi 
fasilitas kartu kredit ditinjau dari asas pemberian pinjaman yang sehat dan prinsip 
kehati-hatian bank, dapat disimpulkan bahwa:  
Untuk perlindungan secara preventif, Peneliti menganalisis sebagai berikut: 
seharusnya Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat 
Penggunaan di Bank Panin, direvisi sebagai berikut: 
“Jika Pemegang kartu lalai membayar Bank setiap Jumlah Minimum yang Jatuh 
Tempo menurut Syarat-syarat Penggunaan, Pemegang kartu setuju bahwa Bank 
berhak melakukan tiap-tiap atau semua hal berikut:“ 
(1) Menahan dan menyesuaikan semua dana yang ditempatkan pada rekening 
deposito Pemegang kartu maupun Pemegang kartu tambahan di Bank. 
Kalusul baru di atas, lebih mencerminkan perlindungan secara preventif bagi 
bank ANZ Panin Bank.  Sebaiknya deposito adalah yang paling tepat digunakan 
sebagai agunan kartu kredit, mengingat angka rasio kredit macet bisa sekitar 4,5% 
sampai4,8%. 
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Untuk memberikan perlindungan secara represif, yakni untuk menyelesaikan 
sengketa, pihak bank panin harus memberlakukan jaminan deposito untuk pemberian 
fasilitas kartu kredit. 
 
Simpulan 
 Bank ANZ Panin Bank tidak menerapkan Asas pemberian pinjaman yang 
sehat, terutama poin Payment (pembayaran), penilaian apakah sumber pembayaran 
kredit dari calon debitur tersedia dan aman serta apakah setelah pemberian kredit 
debitur punya sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit. sebaiknya 
deposito adalah yang paling tepat digunakan sebagai agunan kartu kredit, mengingat 
angka rasio kredit macet bisa sekitar 4,5% sampai 4,8%. 
 Mengenai perlindungan hukum bagi kreditor pemberi fasilitas kartu kredit 
ditinjau dari asas pemberian pinjaman yang sehat dan prinsip kehati-hatian bank, 
dapat disimpulkan bahwa:  
Untuk perlindungan secara preventif, Peneliti menganalisis sebagai berikut: 
seharusnya Pasal 27 ayat (1) Perjanjian Pemegang Kartu dan Syarat-syarat 
Penggunaan di Bank Panin, direvisi sebagai berikut: 
“Jika Pemegang kartu lalai membayar Bank setiap Jumlah Minimum yang Jatuh 
Tempo menurut Syarat-syarat Penggunaan, Pemegang kartu setuju bahwa Bank 
berhak melakukan tiap-tiap atau semua hal berikut:“ 
(1) Menahan dan menyesuaikan semua dana yang ditempatkan pada rekening 
deposito Pemegang kartu maupun Pemegang kartu tambahan di Bank. 
Kalusul baru di atas, lebih mencerminkan perlindungan secara preventif bagi bank 
ANZ Panin Bank.  Sebaiknya deposito adalah yang paling tepat digunakan sebagai 
agunan kartu kredit, mengingat angka rasio kredit macet bisa sekitar 4,5% sampai 
4,8%. 
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Untuk memberikan perlindungan secara represif, yakni untuk menyelesaikan 
sengketa, pihak bank panin harus memberlakukan jaminan deposito untuk pemberian 
fasilitas kartu kredit. 
Penulis juga memiliki pandangan seharusnya Bank sebaiknya senantiasa 
menerapkan seluruh Principal Prudential Bank dan Asas Pemberian Pinjaman Yang 
Sehat agar bank tetap sehat dan terhindar dari likuidasi. 
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